BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
6.1.1. CaraIndonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan
putusan pailit pengadilan asing di negara mereka jika ketiga negara

tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya.

- Indonesia

Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki sumber hukum untuk
mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing.
Putusan pengadilan asing secara umum hanya dapat dilaksanakan
dengan cara pengajuan gugatan baru di Indonesia. Hal ini juga

berlaku tehadap perkara kepailitan.

UUK-PKPU tidak memiliki pengaturan yang berkaitan dengan
sengketa kepailitan lintas batas negara. Jadi pengakuan dan
pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing hanya bisa
dilaksanakan di Indonesia dengan cara mengajukan gugatan baru.
Putusan pailit pengadilan asing kemudian dijadikan dasar yang tidak
mengikat putusan pengadilan Indonesia tetapi hanya sebagai bukti
saja. Dengan kata lain, putusan pailit pengadilan Indonesia belum

tentu sesuai dengan putusan pailit pengadilan asing.
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- Singapura
Singapura merupakan negara dengan sistem hukum yang
dimodelkan dari sistem hukum common law Inggris. Ketentuan
hukum kepailitan di Singapura dibagi menjadi dua, berdasarkan
common law rules dan berdasarkan undang-undang. Hal-hal yang
bersifat umum dan belum ada ketentuan undang-undangnya diatur

berdasarkan ketentuan common law rules.

Dalam hal kepailitan, Singapura sudah memiliki undang-
undangnya. Undang-undang kepailitan juga dimodelkan dari
undang-undang kepailitan Inggris yang membedakan kepailitan
individu dan kepailitan perusahaan. Kepailitan individu diatur dalam
Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed) dan kepailitan perusahaan
diatur dalam Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed).

Berkaitan dengan kepailitan lintas batas negara, Singapura memiliki
pengaturannya dalam Bankruptcy Act Section 151 dan 152. Isi dari
Section tersebut pada pokoknya mengakui dan melaksanakan
putusan pailit pengadilan asing beserta kuratornya asalkan adanya
hubungan timbal balik antara Singapura dengan negara lain. Dengan
kata lain, Singapura mau mengakui dan melaksanakan putusan pailit
pengadilan asing asalkan negara tersebut juga memberikan
perlakuan yang sama. Sampai saat ini hanya Malaysia yang sudah

memiliki mutual agreement dengan Singapura.

Pada tahun 2017, Singapura juga telah mengadopsi UNCITRAL
Model Law on Cross Border Insolvency. Hal ini merupakan hal yang
baik dalam pembangunan hukum kepailitan di Singapura. Akan
tetapi perlu dipahami bahwa pengadopsian Model Law tidak
menjadikan Singapura dapat mengakui dan melaksanakan setiap

putusan pailit pengadilan asing. Singapura juga tetap meminta
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persyaratan adanya perlakuan timbal balik baik secara praktek
maupun dengan adanya perjanjian khusus seperti yang dilakukannya
dengan Malaysia. Dengan demikian, putusan pailit pengadilan asing
hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Malaysia dengan cara
pengajuan gugatan baru melalui ketentuan hukum common law

rules.

Malaysia

Malaysia, seperti halnya dengan Singapura yang memiliki
keterkaitan sejarah yang erat sebagai koloni Inggris, memiliki sistem
hukum yang hampir mirip dengan Singapura. Secara umum hukum
di Malaysia pun dibagi menjadi dua melalui common law dan
undang-undang. Dalam hal kepailitan, Malaysia memiliki dua
undang-undang yang dibedakan antara kepailitan individu dan
kepailitan perusahaan. Kepailitan individu diatur dalam Bankruptcy
(Amandment) Act 2017, Act A1534 dan kepailitan perusahaan diatur
dalam Companies (Amandement) Act 2016, Act 777.

Malaysia juga memiliki mutual agreement yang diatur dalam
Section 104 dari Bankruptcy Act-nya. Ketentuan dalam Section 104
ini mengatur mengenai hubungan Malaysia dengan Singapura dan
negara lainnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusn pailit
pengadilan asing. Dalam ketentuan ini, Malaysia meminta
persyaratan adanya perlakuan timbal balik dari negara lain. Seperti
halnya dengan Singapura, sampai saat ini, ketentuan mutual

agreement, hanya dibuat antara Malaysia dengan Singapura saja.

Selain dengan cara adanya mutual agreement, Malaysia dapat
mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing dengan
cara pendaftaran melalui mekanisme REJA. Pendaftaran putusan

pailit pengadilan asing yang diterima akan diakui sebagai putusan
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pengadilan Malaysia, sehingga dapat dilaksanakan. Akan tetapi,
REJA hanya berlaku bagi negara commonwealth yang mempunyai
hubungan timbal balik dengan Malaysia. Negara selain negara
commonwealth atau negara commonwealth yang tidak memiliki
hubungan timbal balik dan hendak meminta pengakuan dan
pelaksanaan putusan pailitnya harus mengajukan gugatan baru

sesuai dengan ketentuan common law rules.

6.1.2. Langkah-langkah Hukum yang Harus Dilakukan oleh Indonesia,

Singapura dan Malaysia agar Masing-Masing Negara dapat Mengatasi

Kesulitan dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit antar

Ketiga Negara tersebut

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, Penulis mencoba merumuskan langkah-langkah penting

apa saja yang dapat dilakukan Indonesia, Singapura, dan Malaysia

agar dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan

putusan pailit pengadilan di antara mereka, antara lain;

Indonesia perlu membenahi hukum kepailitannya baik secara
nasional maupun internasional. Indonesia tidak memiliki
ketentuan hukum yang memfasilitasi penyelesaian sengketa
kepailitan lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan ketentuan
internasional ini, Indonesia dapat mengadopsi Model Law.

Malaysia sudah memiliki hukum kepailitan yang cukup memadai
secara nasional. Akan tetapi, hukum kepailitan Malaysia juga
belum mengatur secara khusus dalam hal sengketa kepailitan
lintas batas negara. Oleh karena itu, dalam upaya membenahi
hukum kepailitan internasionalnya, Malaysia perlu untuk
mengadopsi Model Law, supaya memiliki hukum kepailitan yang

memiliki standar internasional.
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6.2. Saran

- Hukum kepailitan Singapura dan Malaysia sudah mengatur
mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing
dengan syarat adanya perlakuan secara timbal balik. Akan tetapi,
sampai saat ini, perjanjian bilateral tersebut hanya dibuat antara
Singapura dan Malaysia saja. Dengan demikian, Indonesia,
Singapura, dan Malaysia perlu membuat perjanjian multilateral di
antara mereka supaya dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan
dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di antara mereka.
Substansi perjanjian tersebut dapat mengacu pada substansi dan

prinsip-prinsip dari Model Law.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sistem hukum secara umum

dan hukum kepailitan khususnya dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia,

penulis merekomendasikan:

Secara khusus, Indonesia, Singapura, dan Malaysia membuat
perjanjian multilateral di antara mereka dalam hal kepailitan lintas
batas negara sehingga suatu putusan pailit pengadilan yang dibuat di
salah satu negara tersebut dapat langsung diakui dan dilaksanakan di
negara lainnya tanpa perlu dilakukan relitigasi. Perjanjian akan
mempermudah proses pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit
pengadilan asing antara ketiga negara tersebut karena tidak
memerlukan prosedur formal lagi seperti dalam relitigasi. Adanya
perjanjian juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik
bagi para pihak, karena memberikan suatu dasar yang jelas yang
mengikat para pihaknya. Selain itu, substansi dari perjanjian
multilateral tersebut sebaiknya disesuaikan dengan standar UNCITRAL

Model Law on Cross Border Insolvency.

Secara  umum, bagi negara-negara  ASEAN, penulis

merekomendasikan pembuatan suatu perjanjian regional antar negara

143



ASEAN di bidang kepailitan. Kesetaraan negara-negara ASEAN
dalam bidang ekonomi sangat penting bagi MEA. Oleh karena itu,
perjanjian regional akan sangat bermanfaat bagi setiap negara ASEAN
dalam menyelesaikan sengketa kepailitan di antara mereka, sekaligus
memperkuat posisi MEA di dunia internasional.
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